
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-UndangNomor25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANATIDUNG,
a. bahwa untuk melaksan~an ketentuan Pasal26 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal
264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,dan
Evaluasi PelaksanaanRencanaPembangunanDaerah
dan Pasal 104ayat (2) PeraturanMenteri DalamNegeri
Nomor86 Tahun 2017 tentangTataCaraPerencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerahdan RencanaPembangunanJangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang RencanaKerja
PemerintahDaerahTahun 2024.

RENCANAKERJAPEMERINTAHDAERAH
TAHUN2024

TENTANG

PERATURANBUPATITANATIDUNG
NOMOR 24 TAHUN2023

PROVINSIKALIMANTANUTARA

BUPATI TANA TIDUNG

Mengingat

Menimbang



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4421);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4817);

6. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).



RKPDTahun 2024 dijadikan sebagai:
a. pedoman perumusan penyempumaan rancangan akhir Renja Perangkat

DaerahTahun 2024; dan
b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementaraDaerahTahun 2024.

BAB II
RKPDTAHUN2024

Pasal2

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah KabupatenTana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yangmenjadi kewenangandaerah otonomKabupatenTana
Tidung.

3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangandaerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenTana Tidung Tahun 2024
yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana keuangan tahunan Daerah ditetapkan dengan
peraturan daerah.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHDAERAHTAHUN2024

Menetapkan



BAB III
WAKTUPELAKSANAAN

Pasal4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) RKPDTahun 2024 sebagaimanadimaksud padaayat (1)disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB 1 Pendahuluan;

BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB 3 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB 5 Reneana Kerja dan Pendanaan Daerah;

BAB 6 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

BAB 7 Penutup.

(3) Rincian RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1) RKPDTahun 2024 memuat:
a. raneangan kerangka ekonomi Daerah;
b. prioritas pembangunan Daerah; dan
e. reneana kerja dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun yang

disusun dengan berpedoman pada reneana kerja Pemerintah dan
program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal3



ERAHKABUPATENTANATIDUNG,

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Juli 2023

IBRAHIMALI

,

Ditetapkan di Tideng Pale

pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI TANATIDUNG,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tana Tidung.

BABIV

KETENTUN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


